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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSl SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat [4) dan
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan
Menternn Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 entang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan Daerah dan  perubahannya, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daecrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2019;

L. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1959 leTitang
Pembentukan Daerah Tingkat [I dan  Kotapraja di
Sumalera Selalan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 —

-
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2015
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor S5674);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Penyusunan  Rencana Pembangunan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
4find);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksannan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Kcuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
weuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah Dacrah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
kherja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor1312);
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13.

14.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Normor);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825),

Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah KkKabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7],

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 [Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 11};

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019 (Benta Daerah Prowvinsi
Sumatera Selatan Tahun 2018 Momor);

MEMUTUSKAN

PERATURAN  BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2019,

BAR T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl i1 yvang dimaksud dengan .

1.

-

Daecrah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah  Kabupaten adalah  Pemerintah  Kabupaten
Muara nim.

Bupati adalah Bupati Muara Emim.

Rencana Kerja Pembangunan Dacrah  yang  selanjutnya
disinglkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerab untuk
periode 1 [(satu) tahun dan merupakan rencana kena
poemerintah dacrah atau discbut dengan TenCAnS
pembangunan tahunan dacrah.

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dekumen perencanaan
daecrah untuk periode 5 (lima) tahun,
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BAB 11
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah

dan  kebijaksanaan pembangunan tahunan  daerah
tahun 2019,

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagan
acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus
sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.

Dokumen naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. BABI PENDAHULUAN;
b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BAB Il KERANGEKA EROMNOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH;

¢. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH; dan

¢. BAB VII PENUTUP.

Pa=sal 3

REPD merupakarn penjabaran REIMD Kabupaten
Muara Enim Tahun 2013-2018 untuk janpgka waktu | [satu)
tahun.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan,

Pasal 4

Isi dokumen serta uraian RKPD scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim,

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 25 Mei 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Do

MUZAKIR SAI SOHAR

Diandangkan di Muara Enim
pada tanggal, 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Do

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 21



